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Indonesia sedang menjalani proses reformasi 
secara menyeluruh sebagai jawaban terhadap berbagai 

kondisi yang telah menjerumuskan bangsa kita 

kedalam keadaan yang amat menyedihkan. Konsep 
pembangunan masa lalu yang tidak ditopang oleh 

basis yang kuat yang berpihak kepada rakyat, telah 

terbukti menghasilkan sejumlah kegagalan. Hal ini 

baru diketahui setelah orang kuat Indonesia yang 
sangat mendominasi arah pembangunan nasional 

tumbang oleh sebuah gerakan dan perlawanan 

mahasiswa bersama rakyat, pada bulan Mei 1988, 
yang lalu. Kini bangsa kita dihadapkan pada suatu 

realitas baru yang memerlukan suatu pengkajian 

ulang, terhadap dasar-dasar tatanan pembangunan 
nasional yang mampu memberi arah dan landasan 

yang kuat untuk hari depan yang lebih menjanjikan.  

Dalam kehidupan politik formal, rumusan 

kebijakan nasional telah memperlihatkan semangat 
reformasi yang dituangkan dalam ketetapan-ketetapan 

MPR yang dijadikan komitmen politik bangsa. 

Namun, rumusan formal itu tidak selamanya dapat 
dijabarkan secara tepat dalam kebijakan sektoral yang 

mendukung tujuan nasional itu, oleh karena itu 

diperlukan suatu kajian dan telaahan kritis terhadapm 

kebijakan-kebijakan sektoral jangka panjang agar 
pengembangan langkah-langkah Operasional dapat 

sejalan dengan naasioanl yang dijiwai semangat 

reformasi. 
Dalam sektor pendidikan pertanyaan kritis 

yang patut dimunculkan adalah: apakah kita masih 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan 
apakan hal itu telah kita laksanankan dalam kebijakan 

nasional dengan menempatkan manusia Indonesia 

sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Apakah 

proses pendidikan kita maasih dalam kerangka 
memanusiakan manusia atau manusia Indonesia 

cenderung kita jadikan sebagai obyek dan komoditi 

pembangunan. Apakah nilai-nilai hak asasi manusia 
dan demokrasi telah mendapat tempat yang cukup 

dalam kebijakan dan operasionalisasi proses 
pendidikan kita. Apakah sistem pengelolaan 

pendidikan nasional kita telah mencerminkan prinsip 

pemuliaan demokrasi dan hak asasi manusia yang 
memadai. Apakah kebijakan politik pendidikan kita 

telah mencerminkan dukungan yang kuat terhadap 

pemikiran bahwa sektor pendidikan harus mendapat 

alokasi budget yang proporsional dalam APBN kita ? 
Dipihak lain, disadari bahwa perlu segera 

disikapi secara tepat berbagai perubahan yang ditandai 

oleh beberapa hal penting, antara lain adanya 
kebutuhan yang kuat pada semangat otonomi, 

penghargaan kepada keberagaman potensi dan 

budaya bangsa serta pemenuhan nilai-nilai demokrasi 
dan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan 

gender serta peningkatan kemampuan bangsa untuk 

menjadi bahagian yang penting dari masyarakat dunia 

yang semakin tanpa batas. 
Makalah ini tidak akan mencoba menelaah 

semua hal-hal tersebut, namun akan memfokuskan 

pembicaraan pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi 
manusia telah mendapatkan tempat dalam sistem 

pendidikan kita. Apakah ada sumbangan yang cukup 

dari keadaan pendidikan suatu bangsa terhadap 

tumbuh suburnya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi 
manusia tadi. Hal ini perlu dilakukan guna memberi 

arah pada upaya perubahan paradigma dan kebijakan 

pendidikan nasional kita untuk masa yang akan datang 
dalam rangka menjawab tantangan-tantangan dimasa 

depan itu tadi. 

Perubahan dalam masyarakat dunia telah 
berkembang begitu pesat terutama menyangkut 

perubahan pandang terhadap manusia. Babarapa 

negar telah mengganti substansi kurikulum 

pendidikan dari yang amat sarat dengan muatan 
ideologis dengan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia isu perdamaian dan demokrasi telah 

mendominasi berbagai perbincangan forum 
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internasional, dan kepedulian pada lingkungan hidup 

telah menjadi kecenderungan global dewasa ini. 

Dinegara kita hal yang sama telah mulai 

muncul, meskipun masih terdapat kesenjangan antara 
rumusan-rumusan normatif dengan praktek perilaku 

dari para penyelenggara negara maupun rakyat biasa. 

Semangat pemuliaan dan penghargaan kepada hak 
asasi telah mendapat tempat yang lebih baik dalam 

konstitusi dan perangkat perundang-undangan kita. 

Hal ini sesungguhnya merupakan sebuah 

kemajuan penting bagi landasan pembangunan dan 
terutama pembangunan pendidikan di Indonesia. 

Masalahnya adalah apakah prinsip-prinsip ini telah 

dan dapat dijabarkan segera tepat dalam rumusan 
kebijakan dan operasionalisasi pendidikan nasional 

dimasa yang akan datang. Belajar dari pengalaman 

masa lalu, kebijakan nasional untuk sektor pendidikan 
telah menghasilkan berbagai kegagalan seperti yang 

disenyalir oleh Malik Fajar dan kawan-kawan, antara 

lain dapat dicatat bahwa pengelolaan pendidikan kita 

telah menekankan pada hal-hal yang tidak mampu 
melahirkan pribadi manusia Indonesia yang utuh, 

amat sentralistis, kurang menghargai disiplin, tidak 

memiliki semangat persaingan  yang sehat, kurang 
hormat pada sesama, cenderung mengabaikan 

demokrasi dan hak asasi manusia, tidak toleran pada 

keragaman dan otonomi regional, mengabaikan 

pembangunan budaya dan cenderung pada 
pendekatan indokrinatif yang berlebihan dalam 

pemantapan ideologi negara. 

Pikiran-pikiran diatas tersebut dapat dipahami 
dan mengandung unsur kebenaran, meskipun tidak 

tertutup kemungkinan untuk dapat dikritis lagi 

menurut hemat saya pertanyaan yang lebih penting 
kita berupa jawaban adalah, masyarakat Indonesia 

baru yang bagaimanakah yang harus kita wujudkan 

melalui suatu kebijakan pendidikan yang bertumpu 

pada prinsip yang memanusiakan  manusia Indonesia. 
Pada esensinya penghormatan pada nilai 

kemanusiaan secara langsung di-ekspresikan melalui 

penghormatan kepada demokrasi dan hak asasi 
manusia. 

Oleh karena itu kebijakan nasional tentang 

pendidikan di Indonesia harus merumuskan dengan 
mempertimbangkan tantangan nasional dimasa depan 

serta pertimbangan akan nilai-nilai demokrasi dan hak 

asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia tidak 

hanya dijadikan substansi yang menjadi bagian 

penting dari kurikulum pendidikan, akan tetapi sistem 

penyelenggaraan pendidikan itu sendiri harus mampu 
mencerminkan perubahan hak asasi manusia dan 

mendorong proses demokratisasi kehidupan 

masyarakat kita. 
Pendidikan pada hakekatnya merupakan 

proses pemanusiaan manusia. Prinsip ini sebenarnya 

tidak boleh terlepaskan dari pemantapan sikap yang 

menaruh respek dan penghormatan kepada demokrasi 
dan hak asasi manusia, Pendidikan di Indonesia 

selama ini cenderung tidak mendukung 

pengembangan HAM dan demokrasi seperti yang 
diuraikan di depan tadi. Malah dalam kadar tertentu 

akan kecenderungan pendidikan kita telah 

menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara 
bersmaan disanjung dan dipuja dalam pemantapan 

ideologi negara. 

Berbagai tantangan yang sedang dihadapi 

bangsa kita dewasa ini meliputi ancaman antara lain 
fenomena disintegrasi bangsa sebagai ungkapan 

perasaan diperlukukan tidak adil oleh pusat kekuasaan 

negara, masih tingginya tingkat pelanggaran hak asasi 
manusia, pemujaan yang berlebihan pada nilai 

materialistik, rendahnya toleransi pada keragaman 

budaya dan hubungan antar kelompok masyarakat 

yang penuh kecurigaan dan potensi konflik. 
Kekerasan telah menjadi pilihan bagi 

penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat, 

sementara masyarakat yang mendambakan tegaknya 
hukum cenderung memilih menyelesaikan persoalan 

dengan mengabaikan hukum yang berlaku. Sulit 

untuk disangkal bahwa pendidikan kita telah 
menyumbang kepada kondisi yang menyedihkan ini. 

Oleh karena itu tantangan ini haruslah menjadi 

konsiderasi bagi rumusan-rumusan kebijakan 

pendidikan dimasa yang akan datang. 
Sebuah paradigma baru dalam dunia 

pendidikan perlu segera dirumuskan dengan menata 

kembali rumusan-rumusan tujuan pendidikan 
nasional, serta penjabaran yang tepat dalam langkah-

langkah operasional pada setiap institusi dan jenjang 

pendidikan yang ada, dengan menggunakan 
paradigma baru yang lebih tepat. 
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Saya masih meyakini bahwa pendidikan dapat 

menyumbang banyak dalam pengembangan 

demokrasi dan pemuliaan terhadap hak asasi manusia. 

Secara teknis saya cenderung percaya bahwa 
tingginya tingkat rata-rata pendidikan suatu kumunitas 

akan mempunyai kaitan dengan proses demokratisasi 

dan penulisan terhadap hak-hak asasi manusia. 
Demikian juga akan suatu kehidupan masyarakat kaya 

dengan nilai-nilai demokrasi maka masyarakat itu 

cenderung respek kepada hak asasi dan juga 

sebaliknya. 
Berangkat dari hipotesis ini, maka upaya 

memperbaiki salah satu variable itu secara tidak 

langsung telah menyumbang kepada perbaikan 
variable lainnya. 

Pengalaman masa lalu telah menghasilkan 

sebagai kegagalan seperti yang dikemukakan Malik 
Fajar dan kawan-kawan diatas tadi adalah hasil dari 

sebuah kebijakan pendidikan yang benyak 

mengandung kelemahan. Untuk itu diperlukan sebuah 

perumusan kebijakan baru dengan menjadikan 
variable-variable demokrasi dan hak asasi manusia 

sebagai bagian yang penting dari masyarakat dunia. 

HAM dan demokrasi bukan hanya sebagai substansi 
yang dimasukkan dalam rancangan kurikulum 

sekolah, akan tetapi lebih dari itu sistem 

penyelenggaraan pendidikan kita harus mampu 

mendorong proses demokratisasi dan pemenuhan hak 
asasi warga negara tanpa harus membedakan 

kedudukan, golongan, status ekonomi, dan kawasan 

tempat tinggalnya, penduduk daerah terpencil, atau 
golongan masyarakat marginal, anak terlantar, 

ataupun kelompok disable people, perlu mendapat 

hak-haknya sebagai warga negara, terutama hak untuk 
mendapatkan pendidikan. 

Dengan terbukanya proses akses dalam 

mendapatkan hak-hak dasar ini, setiap warga negara 

dapat mengoptimalkan dirinya untuk ikut serta dalam 
proses pembangunan nasional, termasuk nilai-nilai 

demokrasi, dan hak warga negara untuk 

mengekspresikan aspirasi politik, dan ikut serta dalam 
proses pengambilan politik bagi masyarakat dan 

dirinya. 

Bagaimana paradigma baru dalam pendidikan 
itu harus dikembangkan agar mampu menjawab 

tantangan-tantangan kedepan seperti yang diuraikan 

terdahulu, maka saya mengusulkan perlu dirumuskan 

agenda bersama dengan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

1. Bahwa tataran dasar-dasar pendidikan kita perlu 
memberikan tempat bagi perubahan yang 

menempatkan kembali manusia Indonesia pada 

posisi sentral dalam proses pembangunan 
nasional. Hal ini memiliki implikasi kepada 

paradigma pendidikan yang bertumpu pada 

upaya pemulihan dan pemanusiaan manusia 

Indonesia secara utuh dan normal. 
2. Gejala disintegrasi nasional yang menggejala kuat 

dewasa ini harus dipahami sebagai akibat dari 

sempitnya ruang bagi proses aktualisasi 
keragaman potensi budaya lokal dan rendahnya 

toleransi terhadap keragaman ekstensi daerah 

yang terlalu dipandang sebagai ancaman. Hal ini 
akan memunculkan implikasi-implikasi kepada 

perlunya rumusan paradigma pendidikan yang 

belum toleran pada multikultural dan berbasis 

potensi lokal yang ada dengan semangat 
demokratisasi yang tinggi. Upaya demokratisasi 

pendidikan kiranya mendesak untuk 

dilaksanakan. 
3. Keragaman kemampuan daerah yang telah 

membangun jarak yang lebar antar regional 

adalah akibat dari lemahnya semangat solidaritas 

antar kawasan ekonomi, etnik dan budaya. Ini 
harus dilihat sebagai suatu tantangan yang 

memerlukan kerjasam yang erat diantara potensi-

potensi yang ada guna membantu kawasan yang 
tertinggal. Hal ini berimplikasi kepada perlunya 

suatu resource sharing dan saling membantu 

antar kawasan sehingga kesempatan 
mendapatkan peluang pendidikan yang sama bagi 

seluruh warga dapat dikembangkan. 

4. Keragaman ciri dan identitas kelompok-

kelompok masyarakat dan kelompok 
kepentingan merupakan realitus yang tak dapat 

dihindari didalam kehidupan bangsa kita. Hal 

tersebut selama ini cenderung menjadi potensi 
konflik antar kelompok kepentingan yang ada. 

Oleh karena itu perlu suatu perubahan dan ini 

harus diubah menjadi modal bagi keikatan yang 
kukuh dalam sebuah wadah persatuan yang 

memilki implikasi bagi adanya tanggung jawab 
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bersama untuk pengembangan dan optimalisasi, 

pendayagunaan nasional tanpa mengabaikan 

kebutuhan, impian, harapan, kebanggan dan jati 

diri dari kelompok yang berbeda. Hak untuk 
hidup dan berkembang secara optimal bagi 

berbagai keragaman budaya harus dipandang 

sebagai bagian  dari pemenuhan hak-hak warga 
negara. 

5. Hancurnya pilar-pilar demokrasi dan rendahnya 

penghargaan terhadap hak asasi harus dipandang 

sebagai hasil dari sebuah dinamika pembangunan 
yang menekankan kepada pembangunan nilai 

material dan mengabaikan nilai-nilai 

kemanusiaan yang sejati. Hal ini berimplikasi 
kepada perlunya penataan kembali rumusan-

rumusan kebijakan dan operasionalisasi 

pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai 
demokrasi dan pemulian hak asasi manusia 

melalui penyadaran, keteladanan dan komitmen 

nasional yang kuat yang ditopang oleh proses 

pembudayaan, baik memalui pendidikan formal, 
non formal maupun pendekatan informal secara 

sistematis.  

6. Pemenuhan kesempatan-kesempatan pendidikan  
yang timpang telah menyumbang kepada 

semakin lebarnya jarak pemisah antar kawasan 

seperti antar propinsi, antar kabupaten, antar 

kecamatan, antar desa dan antar daerah terpencil. 
Realisasinya perlu disikapi dengan pandangan 

bahwa mendapatkan kesempatan pendidikan 

yang sama adalah hak warga negara yang juga 
merupakan bagian penting dari hak-hak dasar 

manusia yang harus dipenuhi oleh negara lain. Ini 

akan berimplikasi kepada perlunya kebijakan 

penyediaan lembaga pendidikan yang dapat 

diakses secara adil oleh seluruh l;apisan 
masyarakat dan warga negara. Prinsip bahwa 

pihak yang mampu memiliki  kewajiban untuk 

membantu yang lemah dan pemerintah perlu 
menekankan program pendidikan bagi kelompok 

marginal. Agar untuk mendapatkan kesempatan 

pendidikan bagi mereka bersama dapat dipenuhi 

dan menjadi komitmen bersama. 
7. Tantangan dunia yang penuh dengan persaingan 

sebgai akibat dari globalisasi telah mendorong 

bangsa-bangsa untuk bersaing secara ketat. Hal 
ini berimplikasi kepada pembudayaan kehidupan 

yang dicirikan oleh kemampuan menghargai 

waktu, yang cepat tanpa mengorbankan nilai-nilai 
kemanusiaan sebagai subyek dari seluruh proses 

pembangunan. Kesiapan secara mental untuk 

memasuki kehidupan era industri dan jasmani 

penting dimasukan dalam kualifikasi lulusan 
pendidikan tanpa mengorbankan kedaulatan 

individu dan nilai-nilai humanismeyang 

memadai. 
8. Bahwa komitmen politik pemerintah untuk 

mengedepankan dukungan kepada sektor 

pendidikan perlu ditindak lanjuti dalam dukungan 

dan APBN  yang memberi proporsi wajar kepada 
sektor pendidikan ini perlu dilakukan lobi dan 

tekanan yang secara masuk akal dapat dijadikan 

argumentasi politik yang kuat bagi keputusan 
politik pendidikan ini.   

 


